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Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terbuka
Rabu, 6 Juni 2018
Pukul 13.00 WIB
Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK V)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Membahas tindak lanjut Hapsem BPK Semester Il Tahun 2017, Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Triwulan | TA 2018, Pembahasan RKA-K/L dan
RKP-K/L Tahun 2019, dan isu-isu aktual bidang lingkungan hidup dan
kehutanan
Edhy Prabowo, MM., MBA.
Drs. Budi Kuntaryo
A. 31 Anggota dari 48 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan);
2. Ir. Bambang Hendroyono, MM. (Sekretaris Jenderal):
3. Dr. Ir. llyas Asaad, MP., MH. (Inspektur Jenderal);
4. Dr. Ir. Hilman Nugroho, M.P. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari);
5. Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc. (Direktur Jenderal
Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung);
6. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
7. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Rosa Vivien Ratnawati, SH., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya);
9. Ir. Helmi Basalamah, MM. (Kepala Badan Penyululuhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia);
10. Ir. Nazir Foead, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut)
beserta jajarannya.

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam rangka membahas tindak lanjut Hapsem BPK Semester |l Tahun 2017,
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan | TA 2018, Pembahasan RKA-K/L dan
RKP-K/L Tahun 2019, dan isu-isu aktual bidang lingkungan hidup dan kehutanan
pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat
Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.



II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1.

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
terhadap Laporan Keuangan Semester Il Tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dari Badan Pemeriksa Keuangan RIl. Semoga prestasi tersebut dapat
dipertahankan pada tahun mendatang.

. Komisi IV DPR RI menerima laporan atas realisasi APBN Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Tahun 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 sebesar
Rp1.712.160.547.929,- atau 21,33% dari Pagu APBN Tahun 2018 sebesar
Rp8.025.646.692.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR Rl meminta agar Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat meningkatkan serapan anggaran hingga akhir
tahun 2018.

. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas

Pagu Indikatif RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2019 sebesar Rp7.827.814.969.000,-.
Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan pagu sebesar
Rp2.000.000.000.000,-, sehingga Pagu Indikatif RKA-K/L dan RKP-K/L Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 menjadi Rp.9.827.814.969.000,-.

. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2002 perihal Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dana
Reboisasi (DR) sebagai sumber APBN Tahun 2019, sehingga kegiatan rehabilitasi dan
reboisasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan pendukung lainnya dapat dilakukan
percepatan.

. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan
menjalankan rekomendasi BPK beserta rencana aksinya sesuai dengan waktu
pelaksanaan yang telah ditetapkan.

. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

memperhatikan dan menyelesaikan berbagai masalah perlindungan hutan, termasuk
konflik satwa liar dengan masyarakat, serta antisipasi pencegahan dan penanggulangan
bencana kebakaran hutan dan lahan terutama di provinsi yang rawan terjadi bencana
kebakaran hutan dan lahan.

. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun
Sidang 2017-2018 di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.

PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

MENTERI KOMISI IV DPR RI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KETUA RAPAT,
Ttd.
DR. IR. SITI NURBAYA, M.Sc. EDHY PRABOWO, MM., MBA.

A-335









